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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
Nomor : 26/Kpts /KPU Kab. Boaiemo/Piibub/027.436540/X/2016

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN GALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 

ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waiikota dan Wakil 
Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang 

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan 

Galon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

b.

Mengingat Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo 

Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang

: 1.



Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Boaiemo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 

3965) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikI 

ndonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali



diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 

Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, 
Program, dan Jadwal Penyeienggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang



Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan "Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota 

dan Wakil Walikota;

Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Boalemo, Ketua Tim/LO Pasangan Calon dan 

Panwaslih Kabupaten Boalemo tanggal 27 Oktober 2016

Memerhatikan: 1.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BOALEMO TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN
2017

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye 

memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan 

kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang 

diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis serta 

manajemen kampanye dan konsultan;
: Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon 

peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Boalemo Tahun 2017, sebesar Rp. 9.000.000.000 (Semfoiian 

Miiyar Rupiah).

KEDUA



: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA

Ditetapkan di Tilamuta 

Pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

AMIR Di. KUEM

Salinan sesuai dengan asiinya 
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo 
Kasubag Hukum

1X1. Halts PomantoA


